
BUPATI  PONTIANAK
PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR^ TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

Menimbang :  a.  bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak
Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penarangan Jalan dan telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2010 fanggal
29 November 2010, periu petunjuk pelaksanaannya dengan suatu
peraturan;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peratur-an Bupati Pontianak;

Mengingat  ;  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia hlomor 352) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1981  tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor- 3262) -sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaar
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Rebulik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahar
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoi
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437'
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republih
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar
Keuangan antara  Pemerintah  Pusat dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

11. Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3339);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan secara
Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau
dibayar sendiri  oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i3 Tahun 2uO6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 20011;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1  Tahun 2010
tanianrt PcsmKemti iL'an ri^n -Qi ici man Orrionicoci Porannl/al Hoarah

Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 9).

MEMUTUSKAN" :

Menetapkan :  PERATURAN  BUPATI  PONTIANAK  TENTANG  PETUNJUK
PELAKSANAAN  PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN
PONTIANAK NOMOR 9  TAHUN  2010  TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Daerah Kabupaten Pontianak.

2. Pemerintah  Daerah  adaiah  Bupati  dan  perangkat  Daerah  sebagai  unsur
kx *"\r \̂ /̂*\' r  ̂f  ̂f** f*\'̂  t~*̂  f\  fy~\*~̂  ̂ J r*\i *̂  r̂  T  ̂1̂  ^ *  ̂*~* f̂* r̂

3. Bupati adaiah Bupati Pontianak.
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disingkat DPPKAD adaiah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pontianak.

5. Pejabat adaiah Kepaia DPPKAD Kabupaten Pontianak.

6. Kas Daerah adaiah Kas Pemerintah Kabupaten Pontianak.

7. Badan adaiah sekurnpuian orang dan / alau modai yang rnerupaKan kesatuan "oaiK
yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik
Daerah (BuiviD) dengan nama dan daiarn bentuk apa pun, firma, Kongsi koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
konirak investasi koiektif dan bentuk usaha ietap.

8. Pajak Daerah adaiah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. renerangan jaian adaiah penggunaan lenaga iisiiik uniuk menerangi jaiaii urnum
yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak.

10. Perusahaan Listrik Negara selanjutnya disingkat PLN.

11. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri seianjutnya disebut Non PLN adaiah tenaga
listrik yang berasal dari selain PLN yaitu pembangkit listrik.

12  Tsp.sgs Listrik vsri1*1 ciiosrcSsb. dsri PLN xlmr\ L sslsp.iutp.V3 dissbiit P' NJ ^^sl̂ h

tenaga listrik yang berasal dari PLN.
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13. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang Non PLN
maupun yang diperoleh dari PLN.

14. Harga per KWh yang berlaku di Daerah berdasarkan pada ketentuan Pemerintar
mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

15. Rekening listrik atau tagihan listrik adalah tanda bukti pembayaran, pemakaian atau
penggunaan tenaga listrik..

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sejak diterimanya SPTPD
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutang.

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia
tenaga listrik

19. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoieh data dan
informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh DPPKAD.

20. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah
surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek
pajak atau usahanya ke Dinas

21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harga dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetbran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adaiah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak  sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.



30. Jurusita Pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi
penagihan seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan
Penyanderaan.

31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

32. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding,  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

33. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,. kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau
jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

35. Penyitaan adalah tindakan Jurusita pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhatap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

37. Surat Keputusan Pembetulan adalah suatu keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam pnerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 2

(1) Perusahaan ataupun perorangan yang akan dan atau sudah menggunakan tenaga
listrik wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi SPOPD serta menyampaikan
kepada DPPKAD,

(2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi benar, jelas, lengkap dan
benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan
melampirkan :

a. fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor);

b. surat izin usaha atau surat pemyataan penggunaan pembangkit listrik;

c. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan
dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa.

(3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke DPPKAD
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diambil/dikirim.



(4) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi dan
dikembalikan wajib pajak, dicatat dan didaftarkan dalam daftar induk wajib pajak
berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.

(5) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPOPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) maka Pejabat menetapkan NPWPD secara jabatan.

(6) Berdasarkan formutir pendaftaran dan pendataan,  Pejabat atas nama Bupati
menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan Kartu NPWPD untuk perorangan
atau pribadi dan/atau untuk perusahaan atau badan.

(?')  Bentuk Formulir SPOPD, Pendaftaran Wajib Pajak, Daftar Induk Wajib Pajak, Surat
Pengukuhan Wajib Pajak serta Kartu NPWPD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang tidak
terpisahkan darr Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasa! 3

(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya
ke DPPKAD paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak di DPPKAD.

(3) SPTPD berisikan data volume penggunaan tenaga listrik dan kapasitas pembangkit
listrik.

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen
rekapitulasi penggunaan tenaga listrik.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila
tidak  ditandatangani  oleh  Wajib  Pajak  dan  tidak  melampirkan  dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu
penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

(7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh Wajib
Pajak ke Dinas diberikan surat teguran.

(8) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) maka ditetapkan secara jabatan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran.

(9) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas
waktu penyampaian SPTPD.



Pasal 5

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah
disampaikan, dengan mengajukan Surat Pemyataan tertulis kepada Kepala Dinas
atau Pejabat yang ditunjuk sesuai tugas pokok dan fungsinya, sepanjang belum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas jumlah
pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD
sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1) Pajak dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk menghitung,
menghimpun dan menyetorkan ke Kas Daerah, serta melaporkan sendiri pajak
terutang.

(2) Wajib Pajak dalam menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD dan dokumen lain
yang diperlukan.

Pasal 7

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati ATAU
Pejabat dapat menerbitkan :

a.  SKPDKB daiam hal :

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b SKPDKBTjika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;

c.  SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf b  dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100 %
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.



(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrate berupa kenaikan sebesar 25 %
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saatterutangnya Pajak.

(6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterbitkan sebelum
didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan lebih dari 1
(satu) kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi
data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
terutang.

(8) Bentuk,  jenis  dan  isi  ukuran  SKPDKB,  SKPDKBT,  SKPDN serta  STPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII,  Lampiran VIII, Lampiran IX dan
Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Pejabat,
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki DPPKAD

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dap'at
dilakukan apabila:

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan penggunaan
listrik;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak
benar;

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan laporan pencatatan dan/atau menolak
untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan
pemeriksaan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 9

(1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah
melalui Bendahara Penerimaan DPPKAD atau tempat Iain yang ditunjuk, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan
SSPD.

(2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur,  maka batas waktu
pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

(3) Apabila  pembayaran  masa  pajak terutang  dilakukan  setelah jatuh  tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(A)  Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Pasal 10

(1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggaf diterbitkan.

(2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Kedua
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 11

(1) Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan
dikenakan bunga sebesar2% (dua persen) sebulan.

(2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang
dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun
menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Pejabat dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopi
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian
utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan disertai
alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah
disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran
secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang baru dikeluarkan
setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang yang menangani
pajak;

e. persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d
dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Pernyataan bermaterai oleh Wajib Pajak;

f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam
jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran,
kecuali ditetapkan lain berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;

g. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan
pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

h. penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai
tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan
STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Pejabat berdasarkan alasan Wajib Pajak yang
dapat dipertanggung jawabkan;

i. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar
2% (dua persen) sebulan;

j.  perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

1) perhitungan sanksf bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak
yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;



3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang
yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga
sebesar2% (dua persen);

5) besarnya jumlah yang harus dibayartiap bulan angsuran adalah pokok pajak
angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

k. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayartiap bulan tidak dapat dibayar
dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

I.  perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

1) besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian
antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan
dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang
ditunda,  ditambah dengan jumlah bunga pajak terutang sebagaimana
dimaksud pada angka 1);

3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling [ambat pada saat
jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

m. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara
angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat
Ketetapan pajak yang sama.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung; dan

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif  berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) bulan sejak saatterutangnya pajak.

(3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

(1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan
putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

(2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:

a.  Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerbitkan dan
menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah
berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat
Ketetapan pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan keberatan, dan putusan
banding;



b. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan pelaksanaan
penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Jurusita
Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah
pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara
Pelaksanaan Penyitaan;

c. Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila :

1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak;

2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.

d. Pejabat dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan
penyitaan melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-
barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media massa;

e. Pejabat menerbitkan Surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menyampaikannya kepada Wajib
Pajak melalui Jurusita Pajak;

f. Pejabat dalam melaksanakan penjualan barang hasil sitaan milik Wajib Pajak
secara lelang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(3) Ketentuan  mengenai  pelaksanaan  penagihan  pajak  dengan  Surat  Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengajuan  keberatan  oleh  Wajib  Pajak  tidak  mengakibatkan  penundaan
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

(5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan
hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi.

Pasal 14

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila:

a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk
itu;

b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka
menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan,  atau pekerjaan yang
dilakukan di Indonesia;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya,
atau  menggabungkan  usahanya,  atau  memekarkan  usahanya,  atau
memindahtangankan  perusahaannya  yang  dimiliki  atau  dikuasainya,  atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;

e. Terjad/ penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh p/hak ketiga, atau terdapat tanda-
tanda kepailitan.



BAB VI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 15

(1) Wajib Pajak PLN dan Non PLN yang menggunakan tenaga listrik wajib
menyelenggarakan pencatatan pemakaian tenaga listrik.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-
baiknya dan hams mencerminkan keadaan atau kegiatan sebenarnya.

(3) Pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan atau pekerjaan
dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 16

(1) Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Wajib Pajak.

(2) Untuk keperiuan pemeriksaan, Petugas Pemeriksa menunjukkan Surat Perintah
Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa,
dengan:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau dokumen  lain  yang
berhubungan dengan Objek Pajak Penerangan Jalan;

b. memberikan kesempatan dan bantuan kepada petugas untuk melakukan
pemeriksaan langsung pada ruangan bangunan;

c. memberikan data potensi Pajak Penerangan Jalan dan keterangan lainnya yang
diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

(4) Hasil pemeriksaan pajak dapat digunakan sebagai dasar penghitungan besarnya
pajak terutang yang diusulkan oleh Petugas Pemeriksa untuk ditetapkan secara
jabatan.

(5) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, atas persetujuan Bupati, Pejabat
dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor, Penyidik Pajak dan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil bidang perpajakan untuk mendampingi Petugas Pemeriksa.

(6) Untuk kepentingan pengamanan Petugas Pemeriksa, DPPKAD dapat meminta
bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Instansi terkait lainnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Apabila dalam pengungkapan pembukuan atau pencatatan dan dokumen serta
keterangan yang diminta Wajib  Pajak terikat oleh  suatu  kewajiban untuk
merahasiakannya,  maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh
permintaan untuk keperiuan pemeriksaan.



BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

(1) Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis,  kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan Peraturan Daerah ini.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB atas
permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai
berikut:

a. permohonan diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan
dibetulkan  baik  karena jabatan  atau  atas  permohonan  Wajib  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas
kesalahan tulis,  kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
Peraturan Daerah ini.

c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b temyata
terdapat  kesalahan tulis,  kesalahan  hitung  dan/atau  kekeliruan  dalam
penerapan Peraturan Daerah ini, maka SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN
atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;

d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana
dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD oleh Pejabat;

e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau STPD sebagaimana
dimaksud pada huruf d harus segera disampaikan kepada Wajib Pajak;

f. Wajib Pajak setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak
dan/atau STPD harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;

g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak dan/atau
STPD maka SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD yang semula, dibatalkan dan
disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;

h.  SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip
sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta
dicantumkan kata "Dibatalkan";

i.  dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka segera diterbitkan Surat
Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT dan/atau STPD.

Pasal 18

(1) Pejabat karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau
menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak
yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
terhadap:



a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pads
masa pajak;

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Sura
Ketetapan pajak dan/atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bungs
dan/atau  denda  disebabkan  keterlambatan  pembayaran  pada  masa pajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara
tertulis kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu palinc
lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkar
alasan yang jelas dengan pemyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karens
kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangan
Wajib Pajak;

c. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasar
yang dapat diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk mengurangkar
atau menghapus sanksi  administrasi  berupa bunga atau denda akibai
keterlambatan pembayaran pada masa pajak,  dengan cara  menuliskan
catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebui
dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas
Pejabat yang ditunjuk;

d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. terhadap permohonan yang ditolak, Pejabat:

1) menuliskan catatan/keterangan pada SSPD bahwa dikenakan sanksi
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan
dan nama jelas Pejabat;

2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas atau
Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan
pajak diterima oleh Wajib Pajak.

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan
yang jelas serta melampirkan:
1) Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
2) Surat Ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

5) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
Pejabat segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan
Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan,
dilakukan penelitian administrasi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

7) Apabila dianggap perlu permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan
mated lebih mendalam maka diadakan rapat koordinasi untuk mendapatkan
masukan dan pertimbangan, dan hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat
Pembahasan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi.



(8) Atas dasar penelitian administrasi dan/atau rapat koordinasi sebagimana dimaksud
pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) maka segera memberi keputusan disetujui atau
ditolak pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau
denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan
pajak atau STPD yang telah diterbitkan.

(9) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat
Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan diterima, dilakukan dengan cara
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagai pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani
oleh Pejabat.

(10) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat
Ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan ditolak, maka segera menerbitkan
Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
yang ditandatangani oleh Pejabat

(11) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (9)  dan  Surat  Keputusan  Penolakan
Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (10).

Pasal 19

(1) Pejabat  karena jabatannya atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan
atau membatalkan Ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat

a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk
menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu  pengajuan
keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan pajak atau pengajuan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

b. novum  atau  fakta  baru  yang  belum  terungkap  disebabkan  tidak
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat
Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal,  yakni pengajuan
permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang
tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib
Pajak, ditentukan sebagai berikut

a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang
meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Dalam Surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa
fotocopi:

1)Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;

2)dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;

3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan
pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b.

c. pengajuan permohonan yang tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.



(4) Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai
permintaan Pejabat berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan bam.

(5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat
membahas pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.

(6) Berdasarkan  hasil  pembahasan  pengurangan/pembatalan  Ketetapan  pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat memberikan keputusan menerima
atau menolak pengurangan Ketetapan pajak,  atau menerima atau menolak
pembatalan Ketetapan pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas
berupa:

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak; atau

b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak.

(7) Atas diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Pejabat segera melakukan :

a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat
Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki
Surat Ketetapan pajak yang lama;

b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan selanjutnya
diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak "Dibatalkan", serta
dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling
lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak yang baru;

d. terhadap Surat Ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

(8) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan
Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b,  maka Surat
Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB VIII
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan Pajak
kepada Bupati melaluf Kepala DPPKAD yang terdiri atas pokok pajak dan/atau
sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan diterima.

(2) Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis
dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopi Kartu Tanda
Penduduk atau identitas pemohon atau identitas organisas/lembaga, fotocopi Surat
Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

(3) Atas permohonan pengurangan dan pembebasan pajak, Kepala Bidang yang
menangani perpajakan melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan
kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat Berita Acara
Pemeriksaan.

(4) Berdasarkan telaahan uraian pertimbangan dari  Pejabat,  Bupati  menetapkan
Keputusan penolakan, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib
Pajak.

(5) Permohonan pengajuan pengurangan atau pembebasan pajak tersebut tidak
menunda kewajiban membayar pajak terutang.



Pasal21

(1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1),
Bupafi dapat memberikan pengurangan Pajak darf pokok pajak terutang.

(2) Pemberian pengurangan Pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Wajib  Pajak  dapat mengajukan  permohonan  pengembalian  atas  kelebihan
pembayaran Pajak kepada Bupati melalui Pejabat.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas
Daerah atau Bendahara Penerimaan berdasarkan :

a. Perhitungan dari Wajib Pajak;

b. Surat Keputusan keberatan atau Surat Keputusan pembetulan, pembatalan dan
pengurangan  ketetapan,  dan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi
administrasi;

c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;

d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran
pajak.

(4) Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :

a. Identitas/Kartu Tanda Penduduk pemohon Wajib Pajak;

b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar
permohonan;

d. bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;

e. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

(5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat
segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan
pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus
memberikan Keputusan.

(7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui
berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6),  Pejabat
menetapkan SKPDLB dan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah.

(8) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilakukan di Kas Daerah berdasarkan Surat Perintah Pembayaran
Kelebihan Pajak Daerah dan Surat Perintah Membayar Uang.



@(9)  Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(LO) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindahbukuan  dan  bukti  pemindahbukuan  juga  berlaku  sebagai  bukti
pembayaran.

BABX
TATA CARA PENGHAPUSAN

PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan SuratTeguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dirnaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak.

(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6) Dalam hal pengakuan utang Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kedaiuwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal Surat Pernyataan Wajib Pajak, Surat Pengajuan Permohonan Angsuran
atau Penundaan Pembayaran dan Permohonan Keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Untuk memastikan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lag/ karena kedaluwarsa,
harus dilakukan penelitian administrasi oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak
Daerah.

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya dituangkan dalam berita
acara hasil penelitian.

(9) Berita acara hasil  penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8)  harus
menguraikan masing-masing piutang pajak yang kedaluwarsa sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang pajak yang diusulkan untuk dihapus.

(10) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
Pejabat menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

(11) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
disampaikan kepada Bupati.

(12) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Bupati ini, ditugaskan
kepada Pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi di bidang pengawasan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  keputusan  ini,  sepanjang  mengenai  teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala DPPKAD.

Pasai 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontiana^

Oiuriiiangkan di Mempawah
patfa tanggaL. .̂TSr'*^

pit- SEKRETARISDAEgAft f̂lBUftWEfrfONTIANAK

@̂4VRMAH-̂ rtTPURHAMA

BERTA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAH J?! 2&\t NOMOR ....S^

Ditetapkan
pada tangg;

BUPATi

ii Mempawah
I ia-9-1 2013

'ontianak/,

, .*ft*



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATi PONTIANAK
NOMOR  : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9

TAHUN 2010TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN IS1 SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK OAERAH

Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK PENERANGAN JALAN

KEPADA
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak
di-

Mempawah
jPerhatian :

1.Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak.
2.Setelah Formulfr Pendaftaran ini diisi dan di tanda tanganf, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan

Rengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak Jalan Daeng Menambon Mempawah.
3.Beri tsnda S pada j | yang tersdia untuk jawaban yang diberikan

1.Nama Badan / Merk Usaha :
2.Alamat ( photo copy surat ke1
-Jalan/No :
-RT/RW :

-Kelunshan :
-Kecamatan :
-Kabupaten :
-NomorTelepon :
-Kode Pos :

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

iterangan domisili dilampirkan

|3. Surat izin yang dimiliki ( photo copy surat izin harap dilampirkan }

-Surat izin  No  Tgl .......

4. Bidang Usaha ( harap diisl sesuai dengan bidang usahanya :

Hotel
Restoran
Hiburan
Reklame
Sarang Burung Walet
Penerangan / Ustrik
Lainnya yang tidaktermasuk bfdang tersebut diatas yaitu :

KETERANGAN PEMILIK ATAU PEN6ELOLA

's. Nama Pemllik / Pengelola

6.Jabatan
7.AlamatTempatTinggal
-Jalan/No
-RT/RW
-Kelurahan
-Kecamatan
-Kabupaten
-NomorTelepon
-KodePos



8. Kewajiban Pajak

Hotel

Restoran
Hiburan
Reklame
Sarang Burung Walet
Penerangan / Listrik

Lainnya yangtidaktermasuk bidangtersebut diatas yaitu :

.20.

Nama Jelas  :

Tanga Tangar:

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterims tanggal :
Namaje]as/N!P  :
Tanda tangan  :

DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA

? i  i  i  i  i  n
Nama jelas/NIP :

Tanda tangan  :

Gunting disini

No. Formulir: _

TANDATERIMA

Nama ;

Alamat :

. 20...
Yang Menerima

.  Oiimdangkan di Mempawah

pbt'SEKRETARIS DAE K̂ABUEAJSjLPONTIANAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN NOMOR



IAMPIRAN ll PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  : TAHUN2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAK5ANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9

TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN 1SI FORMULIR PENDAFTARAN WAJ1B PAJAK

Nomor :

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Oaeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

KEPADA
Yth. Kepala DInas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Ponttanak
di-

Mempawah
Perhatian ;
1.Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan humf cetak.
2.Setelah Formuiir Pendaftaran ini diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan

@ Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak Jalan Daeng Menambon Mempawah.
3.Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung saat diterimanya formulir ini.
4.Dilampiri foto copy Tanda Pengenal (KTP)

D1ISI OLEH WAJIB PAJAK

1.Nama Badan / Merk Usaha
2.Alamat { photo copy surat keterangan domfsili dilampirkan
-Jalan / No :
-RT/RW :

-Kelur-ahan :
-Kecarnatan :
-Kabupaten :
-NomorTelepon :
-Kode Pos :

KETERAMGAN PEMILIKATAU PENGEIOLA

5.Nama Pemilik / Pengelola
6.Jabatan
7.Alamat TempatTinggal
-Jalan / No :
-RT/RW

-Kelunahan :
-Kecarnatan :
-Kabupaten :
-NomorTelepon :
-Kode Pos :

1. Asal Tenaga listrik

KETERANGAN TENTANG OBJEK PAJAK

1.PLN/sumber lain

2.Non PLN / Dihasilkan sendiri

2. P.enggunaan listrik/taksiran penggunaan listrik

Pendaftar
Nama Jelas :
TandaTanga :

,20..
Wajib Pajak

NamaJelas :
TandaTangan  :



DIISI OLEH PETUGAS DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1. Petugas Penerima  :

Diterima tanggal  :
NamaJelas/NIP  :

Tanda Tangan :

2. PetUgijs Pencatatan
NPWPD yang diberikan
Surat Pengukuhan No. dan Tgl.
Nama Jelas/NIP

Tanda Tangan

Oiundangkan di Mempawah

plfcsEKRETARlS DAER^KABUPATĝ jPONTIANAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAHUN NOMOR

BUPATI HONTIANAIJ,
vT1 I,.

RIAN0RSAN
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LAMPIRAN IV  PERATURAN BUPATI PONTIANAX

NOMOR  : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013
TENTANG rPETUNJUK'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9

TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK SURAT PENGUKUHAN WAJIB PAJAK DAERAH

PEMER1NTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGEIOLA KEUANSAN DAN ASET DAERAH

Jalan DaengMenambon MempawahTelp. (0561) 691779

M EM PAWAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : TAHUN

TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Membaca ; Islan formuliryang disarnpalkan kepada Kepala Dlnas Pendapatan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Nomor ..tanggal , ,

Menfmbang  : a. Bahwa yang bersangkutantelah memenuhi persyaratan baikSubjek maupun Objek Pajak Daerah;
. b. Bahwa sehubungan dengan ftu perlu menetapkan pengukuhan yang bersangkutan menjadf

wajib pajak.

2. Keputusan BupatI Pontianak Nomor.... .Tahun 2Olltentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : Surat Keputusan Kepala DInas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

tentang pengukuhan sebagai wajib pajak.

PERTAMA : Mengukuhkan:
Nama Badan Usaha :
Nama Pemilik :
Pengurus Pajak :
Alamat Pemilik :
-Kabupaten/Kota :
-Kecamatan :
-Kelurahan/Desa ;
-Jalan :
Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah (NPWPD) :
sebagal wajib pajak :

KETIGA : Apabila dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan fnf dfadakan pembetulan seperlunya.

ditetapkan df  :
pada tanggal

DiiiEidangkan di Mempawah

p bfc, SEKRETARiS DAERÂ ^E ÊW^ONTIANAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

TAKIK4 ..@...@.,., NOMOR

a.n. Bupati Pontianak
Kepala Dfnas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak



LAMPIRAN V  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  : TAHUN2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : PETUNJUKPELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9

TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

A. Dari Depan :

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOIA KEUANGAN DAN ASETDAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Nomor Reg

N a m a
A I a m a t
Kode Cabang
NPWPD

a. n. Bupati Pontianak
Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan AsetDaerah Kabupaten Pontianak

NIP.

B. Dari Belakang

PERHATIAN

1.kartu inl harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agarsegera melaporkan ke Dinas

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.

2.Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak Daerah Kabupaten
Pontianak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan instansi-instansi.

3.Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya mealporkan din ke Dinas Pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak.

Keterangan NPWPD :

Golongan WP

Jumlah Potensi

Kabopaten/Kota

Kecamatan

Keluaran/Desa

@ Diiindangkan di Mempawah

f \ 0 ' SEKRETARIS DAER̂ ASUPfiT P̂ONTIANAK

RNAMA
BEK!TA OAERAH KABUPATEN PONTIANAK

Tii(i;3. @.@.@...-. MOMOR

BUPATI p >NTIANAK!|



LAMPIRAN VI  PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  : TAHUN2013
TANGGAL : 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9

TAHUN 2010TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN IS! SPTPD
A. SPTPD PAJAK PENEANGAN JALAN PIN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon MempawahTelp. (0561) 691779

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK PENERANGAN JALAN

No.SPTPD:..
Masa Pajak:..

Tahun  :...
NPWPD?

KEPADA
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

?n  -
Mernpawah

Perhatian:
1.Harap diisf dalam rangkap 2 {dua} dengan huruf cetak
2.Setelah cffisfdan dftanda tanganf, harap diserabkan kembali fcepada Di'nas Pendapatan PengeJola ICeuangan dan Aset Daerah

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. N.ama Baclan / Merk Usaha
-Jalan / No
-RT / R W
-Kelurnhan
-Kecarnatan
-Kabupaten
-NomorTelepon
-Kode Pos I  I  I  1  I  I

J^JDENTITAS OBJEK PAJAK

1, AsalTenaga (fstrfk  1. PLN/sumber lain
2. Non PLN / Dihasilkan sendiri B

" penggunaan listrik

3.Jumlah Pelanggan Lfstrik : a. Industri

b. RumahTangga

_C. PAJAK HARUS DIBAYAR

l.Jumfah Pembayaran dan PajakTerutang untuk masa Pajak sebefumnya (akumulasFdari awa[ Masa Pajak dalar

Tahun Pajak Tertentu)

(jumlah pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %

d. Paj'akTerhutang( bxc) : Rp @



2. Jumiah Pembayaran dan PajakTerutang untuk masa sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)

a. Masa Pajak
b. Dnsar Pengenaan Pajak

(jumlah pembayaran yang diterima)
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)
d. PsjakTerhutang( bxc)

: %

: Rp

D.PERNYATAAN

Dengan menyadarisepenuhnya akan segala aklbattermasuksanksi-sanksisesuai dengan ketentuan perundang-
undangsn, saya atauyang kuasa menyatakan bahwa apa yangtelah diberrtahukantersebut dfatas beserta lampiran-
lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

Petugas Penerima
DiterimaTanggal  :
NamaJelas :
NIP :
Tunda Tangan:

P^mohon,

Dinin!a!jgkan di Wiempawah
pe:ia langgal,  i

P L-t' SEKR.-.TARIS DAERMMSJSiXtiiSpNTlANAK

BE"T& DAEKAH KABUPATEN PONTIANAK

TA." ji-: ..@@@..@..., fJOMOR ,@

BUPATI
v/4

RONTIANAKJ

RIAN0RSAN



IAMPIRAN VI  PERATURAN BUPAT1 PONTIANAK

NOMOR  : TAHUN2O13
TANGGAL : 2013
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9

TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN ISI SPTPD
B.SPTPP PAJAKPENEANGANJALAN NON PLN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK PENERANGANJALAN

No.SPTPD:..
Masa Pajak:.

Tahun  ]_,.
NPWPD?

KEPAD A
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Pontfanak

m m *@-

Mempawah

Perhatlan:
1.Harap dfiil dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak
2.Setelah difsi dan ditanda tanganl, harap dberahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

A. IDENTITA5 WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha
-Jalan/No
-RT/RW
-Kelurahan
-Kecamatan
-Kabupaten
-NomorTelepon
-Kode Pos

JMDENTITAS OBJEK PAJAK

1. AsalTonaga listrik  1. PLN/sumberlain
2. Non PLN / Dihasilkan sendiri

3. Jumlah Pelanggan Listrik / Gol  :  a. Industri

4.Voltase

5.Daya Lfstrtk

6.Kapasii:asUstrik

2. Penggunaan listrik/taksiran
penggunaan listrik

C. PAJAK HARUS DIBAYAR

1. Jumlah Pembayaran dan PajakTerLrtang untuk masa Pajaksebelumnya (akumulasi darf awal Masa Pajak da lam

Tahun PajakTertentu)

a. Masa pajak

b. Da:;ar Pengenaan Pajak

(Jumlah pembayaranyangditerirna)

c. Tarif Pajak {sesuai Perda)

d. PajakTerhutang( bxc)

Tgl.

Rp..

..s/dtgl..

@@ %

Rp

b.

c.

RumahTang

Kva



2. Jumlah Pembayaran dan PajakTerutang untuk masa sekarang (lampirkan fotocopy dokumen)

{jumlah pembayaran yang dfter/ma)

c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : %

Dengan menyadarisepenuhnya akan segala akibattermasuk sanksi-sanksfsesuaf dengan ketentuan perundang-

undangan, saya atau yang kuasa menyatakan bahwa apa yangtelah diberftahukantersebut df atas beserta {ampfran-

lamplran adalah benar, lengkap dan jelas

Petugas Penerima
Dit:erima Tanggal  :
NsmaJelas :
NIP :
TandaTangan:

Pemohon,

Tikmdangkan di fvlempawah
pada tanggal......... -

pU^SEKRETARIS DAE^UJiSiiRKJUiRKEJiPONTIANAK

ERFft DAERAH KABUPATEN PONTIAMAK

TA'!1^ @@..@..... NOMOR



LAMPIRAN VII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR  : TAHUN2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JAWN

BENTUKDAN ISI SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN PONTiANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No.Seri:.
SURATKETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

No. Urut: Masa Pajak
Tahun

Berdasarkan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor..... Tahun 20....Telah dflakukan
perruiriksaan / keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Wajib Pajak
a. Nama
b. Nama Badan Hukum
c.Alamat

d.NPWPD

e. Jenis Pajak

U.  Identitas Pajak Daerah  :

a,Jenis Pajak

b.Objek Pajak :

Dari hasil penelitian dan atau pemeriksaan tersebut, penghitungan jumlah yang kurang bayar

adtilah sebagai berikut:

PERHATIAN
1. P.ajak dllunasi selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak drterbitkannya SKPDKB
2. Penyetoran menggunakan formuIfrSSPD
3. Pembayaran dilakukan di Kas Daerah / Bendahara Penenrlmaan DPPKAD

,20..

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Oiundangkan cli ftfeiripawah
G3<!a tanggal...@, ... -

f U3 'SEKRETARIS DAERAl̂ tARUFATTt̂ PONTIANAK BUPATI RONTIANAtf,

D^

BESITA OAERAM iCABUPATEN PONTIAMAK
T/lWIlfJ MnMriD

RIAINPRSAN

PERINCIANPAJAKTERHUTANG
NO
1.

2.

3.

4.

5.

6

URAIAN
PokokPajak =

Pajakterhutangyangtidak/kurang/terlambatbayar =

KreditPajak:

a.DasarPengenaan Rp

n.Setoranyangdilakukan Rp

c.Lain-lain Rp

d.Jumlahpajakyangdapatdikreditkan(a+b-c =

JumlahkekuranganpembayaranPokokPajak(2-3d) =

Sanksiadministrasi:

a.Bungan Rp

b.Kenaikan Rp

c.Jumlahsanksiadministrasi(a+b)

JumlahPajakyangharusdibayar =

DenganHuruf:(

KETETAPAN{Rp.)

;



LAMPIRAN VII  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  : TAHUN2013
TAN6GAL : 2013
TENTANS : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9

TAHUN 2010TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BENTUK DAN [SI SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
I DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

No. Seri:..

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYARTAMBAHAN (SKPDKBT)

No. Urut: Masa Pajak :
lanun :

Berdasarkan pasal Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor Tahun 2O....Telah dilakukan
pemeriksaan/ keterangan lain atas peiaksanaan kewajlban :

I.  Wajib Pajak

a.Nama :
b.Nama Badan Hukum :

c.Alamat :  __________^__ _____ ______
cl. NPWPD :  ? i  I  I  I  1  I  I 1  I  1 I  I  I  I  [
e>. Jenis Pajak :

H.  Identitas Pajak Daerah  :

c. Jenfs Pajak

b. Objek Pajak :

Darf hasll penelitfan dan atau pemeriksaan tersebut, penghitungan jumlah yang kurang bayar

cdalah sebagal berikut:

PERHATIAN
1. Pajak dilunasf selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB
2. Penyetoran menggunakan formulirSSPD
3. Pembayaran dilakukan diKas Daerah/ Bendahara Penenrimaan DPPKAD

, 20...

Kepala Dfnas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan AsetDaerah Kabupaten Pontianak

Diifntianrjksn rii EVIsmpawah
astia tarsgga!,........ -

P U; -SSfRETAR! S GA EP '\ l>yKTĵ p NTIANAK

-i-tnii'iAN JULI PtTFTNAMA
BEWTft i-AERAH KASUPATEN POtdYIANAK

v.:-!j;;;............. kc-skor

PERINCIANPAJAKTERHUTANG

NO

2.

3.

4-.
5.

i3

URAIAN

Pajakterhutangyangtfdak/kurang/terlambatbayar =

KreditPajak:

a.DasarPengenaan Rp
n.Setoranyangdilakukan Rp
c.Lain-lain Rp

d.Jumlahpajakyangdapatdikredrtkan(a+b-c) =

jumianKeKuranganpemoayaranpokokKajaK[z-^aj -
Sanksiadminfstrasi:
a.Bungan Rp
b.Kenaikan Rp
c.Jumlahsanksfadministrasl(a+b)

JumlahPajakyangharusdibayar =

DengonHuruf:( , ,

KETETAPAN(Rp.)

;



LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  : TAHUN2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERAN6AN JAIAN\

ENTUK DAN 1S1 SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

No. Urut: Tahun :

I. Identitas Wajib Pajak
a.Mama Wajib Pajak
b.iMama Badan
c.Alamat

d.N P W P D

II. Idêntftas Pajak Daerah
a.Jenis Pajak
b.Objek Pajak

II. Perhitungan Pajak Nihil

a.Pajakyang harus dibayar : Rp.
b.Pajakyangdisetor : Rp.
c.Pajakyang diperhitungkan : Rp.

kembali
d.Jumlah yang diperhitungkan  : Rp.

(b + c)

e. Jumlah yang masih harus
dibayar (a -c)

: Rp.

Rp.

N I H I L

Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pontianak

NIP.

Oiundangkan di Mampawali
patia tanggal  -

? It-OEKRETARIS DAEPAIJJW^yMfl^NTlANAK

BUPATI ONTIANAK,

RIA ORSAN

BERiTA OAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAKUN ............. NOMOR -



*'*" ^ .'

LAMPIRAIM XI  PERATURAN BUPATI PONTIANAK
NOMOR  : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JAIAN

BENTUKDAN ISI SSPD

PEMERiNTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Daeng Menambon Mempawah Telp. (0561) 691779

SURATSETORANPAJAKDAERAH (SSPD)

NOMOR : LEMBAR : 1/2/3/4/5/6/7

Untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Pontianak terlah diterima dari:
1. Nama :
2. Alamat :  ,___I__1___I__r__1̂

3. N P W P D :  \ \ [  [  |  |  |  |
4. Jenis Pembayaran :
5. Jenis Pajak :
6. Uangsejumlah : Rp.

dengan huruf :

7.  Sebagai Penyetoran AYAT POKOK KENAIKAN /
DENDA

BUNGA  I JUMLAH

JurnlahSeluruhnya

Uang tersebut di atas diterima :

.201

Uang tersebut di atas diterima :

.tgl. .201

Penerima, Penyetor,

Nama
Jabatan

Tanda Tangan

Nama :
Jabatan :

TandaTangan  :

Oiundangkan di Mempawah
paua tanggal  @

p l-b SEKRETARiS DAERAHjtffeteTfLN^SQNTIANAK

b::?jta oaerah kabupaten pontianak

m':HUN @.<. ...... NOMOR

BUPATI pl NTIANAK,

RIANQRSAN


